
PENELITIAN terbaru di AS mengungkapkan bahwa pende-
rita obesitas yang menjalani operasi penurunan berat badan 
memiliki risiko bunuh diri lebih besar.

Penelitian tersebut dilakukan de-
ngan menelusuri data kematian 
penduduk Pennsylvania yang per-
nah menjadi pasien operasi penu-
runan berat badan. Seba nyak 
16.683 pasien yang pernah 
menjalani operasi tersebut, 
antara 1995 hingga 2004, 31 di 
antaranya melakukan bunuh 
diri pada 2006. Tingkat kema-
tian akibat bunuh diri menca-
pai 14 orang dari 10 ribu laki-laki 
atau 5 dari 10 ribu perempuan.

Hasil penelitian yang diterbitkan 
dalam The American Journal of Medicine itu menunjukkan 
sebanyak 30% bunuh diri pada pasien dilakukan dua tahun 
setelah operasi tersebut. Sebanyak 70% lainnya melakukan 
bunuh diri setelah tiga tahun dioperasi.

Namun, pemimpin penelitian, Hilary A Tindle dari Univer-
sity of Pittsburgh di Pennsyvania, mengatakan para peneliti 
memang belum mampu menemukan alasan untuk mening-
katnya risiko bunuh diri itu. 

Perkiraan sementara, katanya, bunuh diri disebabkan suatu 
hal kritis yang dirasakan pasien. Pakar peneliti memperkira-
kan hal tersebut adalah depresi. (Reuters/*/X-5)

Aparat Lamban
Kekerasan Meluas

TIGA hari setelah meletusnya peristiwa 
konfl ik di Tarakan, Kalimantan Timur, 
kemarin, satu batalyon pasukan TNI 
(hampir 1.000 personel) dari Batalyon  
611 Kodam VI/Tanjungpura diturunkan 
untuk membantu polisi meredakan 
konfl ik yang sudah berlangsung sejak 
Minggu (26/9) malam itu.

“Kapolri sudah berkoordinasi dengan 
Panglima TNI,” terang Wakadiv Humas 
Polri Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana, 
di Jakarta, kemarin. 

Selain itu, Polri juga mengirimkan 172 
personel tambahan untuk membantu 
pengamanan di Kota Tarakan yang be-
rangkat pukul 03.00 WIB, kemarin.

Ketut menyatakan operasi penga-
manan Tarakan sepenuhnya akan diken-
dalikan oleh Deputi Operasional Kapolri 
Irjen Soenarko, yang juga berangkat ke 
Tarakan siang kemarin.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyatakan prihatin atas 

kekerasan antarkomunitas di Kaliman-
tan Timur itu. Presiden meminta semua 
pihak untuk tidak hanya menyerahkan 
masalah itu kepada polisi atau TNI.

“Saya berharap gubernur, bupati, 
wali kota, camat, masyarakat setempat, 
kepala desa, tokoh-tokoh agama, dan 

tokoh adat harus turun ke lapangan me-
nyadarkan semuanya untuk jangan terus 
dikembangkan kekerasan seperti ini,” 
kata Kepala Negara di Kantor Presiden, 
Jakarta, kemarin. (Dvd/Rin/X-7)
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KEKERASAN, kebrutalan, dan kerusuhan adalah tanda pa-
ling nyata sebuah masyarakat telah kehilangan kesabaran dan 
akal sehat. Yang dipamerkan justru emosi dan senjata. Yang 
diagungkan adalah kehendak menang sendiri bahkan dengan 
cara membunuh.

Hal sepele saja bisa menyulut kebrutalan yang berakibat 
fatal dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. 
Itulah yang sedang kita saksikan hari-hari ini di seantero ne-
geri.

Kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur, merenggut lima 
nyawa serta melukai puluhan lainnya. Ribuan perempuan dan 
anak-anak menjadi pengungsi dan mencari tempat berlin dung 
di kantor polisi atau markas tentara serta tempat-tempat 
ibadah.

Tak hanya di Tarakan. Di Jakarta, dua kelompok masyarakat 
berseteru saling menyerang di depan Pengadilan Negeri Ja-
karta Selatan. Tiga nyawa melayang sia-sia. Mereka seolah tak 
peduli imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 
prihatin atas berbagai kerusuhan di Tanah Air.

Kini bangsa ini menjadi bangsa pemarah. Kita kehilangan 
kemampuan bertoleransi. Kohesitas di antara beragam etnik 
kian renggang dan malah 
bersalin dengan semangat 
saling membantai, saling 
membunuh.

Tragedi Tarakan yang 
berlangsung sejak Ming-
gu (26/9) hingga kemarin 
adalah bukti kegagalan 
negara mengantisipasi. 
Padahal bukan baru seka-
li ini peristiwa bentrokan 
antaretnik muncul. 

Kita memiliki banyak 
pengalaman konfl ik an-
taretnik, tetapi kita tidak 
belajar dari pengalaman 
itu. Ada kasus kerusuhan 
antaretnik di Sampit, Kalimantan Tengah, beberapa tahun 
silam yang banyak menelan korban jiwa. Juga ada kasus Poso 
(Sulawesi Tengah), Ambon, Abepura (Papua), dan sejumlah 
tempat lain. Semuanya menebarkan maut dan amis darah.  

Semua itu menyebabkan masyarakat setempat hidup da-
lam trauma, saling curiga dan tidak percaya sesama anak 
bangsa. Dan sekarang hal yang memprihatinkan itu terjadi 
di Tarakan.

Ada banyak faktor yang menyulut pecahnya konfl ik itu. 
Sebagian penyebabnya adalah rebutan penguasaan sumber 
daya ekonomi. Para pendatang menguasai sumber daya 
ekonomi tertentu dan menyingkirkan sumber daya ekonomi 
masyarakat lokal. Hal itu menimbulkan iritasi sosial kemudian 
meledak menjadi kerusuhan.

Bentrokan mestinya dapat dicegah jika aparat negara sigap 
membaca fenomena dan tangkas melakukan antisipasi. Ben-
trokan antarkelompok di Jakarta Selatan kemarin, misalnya, 
tanda-tandanya telah terjadi pekan lalu. Tetapi aparat lalai, 
alpa, atau tidak peduli. Setelah korban berjatuhan, barulah 
polisi datang. 

Pemerintah tidak boleh mendiamkan dan hanya sibuk 
memoles citra. Aparat negara tidak boleh menyepelekan ke-
mudian lalai mengantisipasi. Harus ada ketegasan. Kerusuhan 
tidak bisa diselesaikan dengan pidato. 

Kita gemas melihat preman lebih berkuasa daripada 
aparat negara. Mereka leluasa menenteng samurai, parang, 
dan kelewang di jalan-jalan di tengah kota, mencari musuh, 
tanpa dilucuti polisi. Mereka bahkan memiliki senjata api dan 
melepaskan tembakan.

Saling membunuh dan tidak bersikap toleran adalah budaya 
paling primitif dari sebuah peradaban. Ternyata bangsa ini 
belum juga beranjak dari situ. 

Bangsa Pemarah 

Anda ingin menanggapi ”Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com
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Satu Batalyon TNI Dikirim ke Tarakan

KETIKA sedang dipersiapkan 
sidang lanjutan terhadap terdak-
wa kasus penganiayaan dan 
pembunuhan di Diskotek Blow-
fi sh, yang sedianya digelar pukul 
14.00 WIB, di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Selatan kemarin, 
ter jadi bentrokan antara dua 
ke lompok massa pendukung 
kor ban dan terdakwa di luar ge-
dung pengadilan.

Akibat bentrokan itu, 3 orang 
tewas, 1 orang kritis, dan 8 terlu-
ka kena tembakan dan sabetan 
parang. Selain itu, tiga polisi juga 
menjadi korban terkena peluru 
nyasar, yakni Ajun Komisaris 
Lam bua dan ajudan Kapolres, 
Briptu Gerhana, sedangkan Ka-
polres Jakarta Selatan Kombes 
Gatot Edy Pramono terserempet 
peluru di kaki kirinya. 

Kepala Bidang Hubungan 
Ma syarakat Polda Metro Jaya, 
Ko mbes Boy Rafli Amar, me-
nga  takan ketiga korban tewas 
itu, yakni Agustinus Thomas, 49, 
Syaifudin (sopir Kopaja), 48, dan 
Fredy Kei. Seorang korban kritis 
adalah Jaya Ku suma.

Menurut saksi mata, kerusuh-
an dimulai ketika dari arah se-
latan pengadilan terdengar sua ra 
tembakan. Beberapa orang lari ke 
arah pengadilan, seorang terluka 
dan segera dilarikan ke rumah 
sakit. Setelah itu massa kubu 
korban pembunuhan yang su-
dah menunggu di ruang sidang 
keluar dan balik menyerang. 

Bentrokan antardua kubu yang 
membawa senjata tajam berupa 
parang, panah, dan senjata api 
itu pun tak terelakan. Saling kejar 
terjadi di sepanjang Jalan Ampe-
ra Raya hingga di depan Kan-
tor Medco dan Kemang Medi-
cal Care. Sebanyak 286 aparat 
kepolisian yang dipersiap kan 
untuk mengamankan jalannya 
sidang seakan tidak berdaya.  

Mengetahui Kopaja yang berisi 
kelompok pendukung terdakwa 
membawa senjata, pendukung 
korban lari ke dalam kantor pe-
nga  cara. “Dua orang tertembak. 
Tembakan lebih dari sepuluh 
kali,” ujar Beny Impek, salah satu 
saksi mata di lokasi kejadian. 

Koordinator keamanan PN Ja-
karta Selatan, Kamari, mengata-
kan pihaknya berencana memin-
dahkan persidangan berikutnya 
di kantor polisi. (FD/*/X-8)

Berita terkait hlm 6

Bentrok Massa
di Jakarta,
Tiga Tewas

REUTERS/KIM KYUNG-HOON

PAUSE

Operasi Berat Badan  
dan Bunuh Diri

Banyak terjadi pembiaran sehingga peristiwa kriminal kecil 
berkembang menjadi solidaritas suku.

Nurulia Juwita Sari

Radwanska Tembus 
Perempat Final
Kimiko Date Krumm boleh 
terjungkal, tapi penampilannya 
mendapat pujian dari lawan. 
Babak perempat final pun 
menjadi milik para unggulan.
Olahraga, Hlm 23

HINGGA kini, aparat negara 
masih saja lamban dalam 
mendeteksi dan mengatasi 
konfl ik antarwarga. Aki bat-

nya, konfl ik yang awalnya kecil itu me-
luas menjadi kekerasan yang me nye  ret 
kesukuan dan konfl ik hori zontal.

Konfl ik di Tarakan, Kalimantan Ti-
mur, yang hingga kemarin masih terjadi 
dan menewaskan lima orang, serta adu 
tembak warga yang menewaskan tiga 
orang di depan Pengadilan Negeri Ja-
karta Selatan, membuktikan lambannya 
penanganan konfl ik itu.

Di Tarakan, peristiwa sudah terjadi 
sejak Minggu (26/9) 
malam, tapi baru kema-
rin pasukan tambah-
an dari pusat dikirim. 
Adapun di PN Jaksel, 
aksi tembak sudah ter-
ja di pada persidangan 
sebelumnya, tetapi pengamanan tidak 
diperketat.

Padahal, hampir semua peristiwa 
konfl ik horizontal besar di Tanah Air, 
seperti kasus Sampit, Sambas, Poso, dan 
Ambon juga dipicu gesekan kecil. “Ba-
nyak pembiaran-pembiaran. Awalnya 
hanya masalah kriminal seperti penge-
royokan, penikaman, pembacokan, atau 
pembunuhan, tapi tiba-tiba berkembang 
menjadi solidaritas suku. Ini sangat ber-
bahaya,” papar mantan Wakil Pre si den 
Jusuf Kalla dalam wawancara de ngan 
Metro TV, tadi malam.

Menurut Kalla, bukan saatnya lagi 
pemerintah hanya mengimbau agar 
kekerasan tidak terjadi. “Pemerintah ha-
rus tegas menyelesaikan kasus sehingga 
tidak merembet ke tempat lain.”

Sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola 
menyatakan heran mengapa birokrasi 
selalu tidak bisa bergerak cepat.

Ia mengkritik pemerintah yang baru 
mengirimkan Direktur Penanganan 
Konflik dan pasukan tambahan dari 
Polri dan TNI ke Tarakan saat konfl ik 
sudah berlangsung beberapa hari.

Konfl ik yang terjadi pasti memiliki 
sejarah panjang. “Seharusnya dapat di-
antisipasi sejak awal. Jerami ke ring dan 
bensin sudah bertebaran, tinggal tunggu 
pemicu kecil langsung meledak. Seperti 

kasus Poso dan Am-
bon, bukan tiba-tiba,” 
ujar  nya, kemarin.

Sosiolog dari Unair 
Hotman Siahaan juga 
me ni lai kalau peme-
rintah kabupaten dan 

provinsi ber gerak cepat, masalah bisa 
diselesaikan. “Ini contoh pemerintah 
tidak punya kemampuan antisipasi dan 
me ma hami manajemen konfl ik.”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
mengakui ada aparat yang menganggap 
enteng. “Semula dipikirkan peristiwa 
biasa, sehingga saya nilai memang ada 
sedikit sikap underestimate baik dari 
pemda, kepolisian, maupun dari TNI 
yang ada di daerah itu,” kata Presiden, 
kemarin. (Rin/Tup/CC/X-7)

nurulia@mediaindonesia.com

MI/ADAM DWI

BENTROK: 
Seorang anggota dari kelompok 
yang bertikai tergeletak di jalan, 

sedangkan lainnya bersiaga sambil 
membawa senjata tajam saat terjadi 
bentrokan menjelang sidang kedua 

kasus pembunuhan di Kafe Blowfish 
di PN Jakarta Selatan, kemarin.

MENGUNGSI: 
Sejumlah warga 
mengungsi di Kantor 
Polres Tarakan, 
Kalimantan Timur, 
kemarin, untuk 
menyelamatkan diri dari 
serangan penduduk 
yang terlibat konflik.

Kirimkan tanggapan Anda 
atas berita ini melalui e-mail: 

interupsi@mediaindonesia.com
atau mediaindonesia.com 

PATA AREADI

METRO TV



PT Selalang Prima Interna-
sional (SPI) menyatakan tidak 
berniat merugikan Bank Cen-
tury terkait dengan pengajuan 
letter of credit (L/C) senilai 
US$22,5 juta.

“Tidak ada niat untuk me-
rugikan. Kami tetap menyele-
saikan kewajiban utang,” tegas 
Direktur PT SPI Franky Ong-
kowardojo saat memberikan 
keterangan  di Peng adilan Ne-
geri Jakarta Pusat, kemarin. 

Menurutnya, PT SPI telah 
mendiskusikan upaya penye-
lesaian L/C saat jatuh tempo 
dengan Bank Century, yakni 
pelunasan L/C melalui re-
strukturisasi utang. 

Bank Century, lanjut dia, 
menyediakan seluruh doku-
men terkait dengan fasilitas 
L/C dengan jaminan deposito 
senilai US$4,5 juta. Franky 
menegaskan Bank Century 
tidak keberatan atas jaminan 
deposito dicairkan pada 27 
November 2007, meskipun 
persetujuan kredit diteken 
pada 22 November 2007.

Sementara itu, Komisaris 
Utama PT SPI Mukhammad 
Misbakhun mengaku baru 
membeli PT SPI pada Okto-
ber 2007. Dengan begitu, saat 
penandatanganan persetujuan 
L/C, ia masih disibukkan de-
ngan kegiatan di perusahaan 
lain di Jawa Timur. 

Di hadapan majelis hakim, 
ia baru mengetahui pengajuan 
L/C PT SPI ke Bank Century 
sekitar satu minggu sebelum 
penandatanganan persetujuan 
kredit dengan Bank Century 
pada 22 November 2007.

Sewaktu penandatanganan 
L/C, Misbakhun mengaku da-
tang terlambat. “Baru sampai 
di Bank Century, mengikuti 
sesi pembacaan mekanisme 
kredit L/C yang harus ditan-

datanganinya itu. Saya cuma 
ditunjukkan tempat tanda 
tangan, setelah itu selesai,” 
ujarnya.

Bahkan, ia juga tidak menge-
tahui bahwa surat deposito 
senilai US$4,5 juta sebagai 
jaminan L/C  baru dicairkan 
pada 27 November 2007. 

Dalam kasus itu, jaksa pe-
nuntut umum mendakwa 
Franky dan Misbakhun de-
ngan UU No 10/1998 tentang 

Perbankan. 
Pasalnya, jaksa menilai ke-

dua terdakwa itu telah mem-
buat pencatatan palsu dalam 
pembukuan, dokumen, lapo-
ran kegiatan usaha, laporan 
transaksi, atau rekening suatu 
bank. Mereka bersama-sama 
dengan pemilik saham PT Bank 
Century Tbk Robert Tantular 
serta Direktur Utama Cen-
tury Hermanus Hasan Muslim 
dengan ancaman hukuman 15 
tahun. (Ant/P-1)

PT SPI Berupaya
Tuntaskan Utang
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T
IM Terpadu Pemburu 
Aset Century hingga 
kini masih kesulitan 
untuk membawa pu-

lang aset-aset yang tertanam di 
Swiss dan Hong Kong. Bahkan 
berdasarkan hasil sementara, 
nilai aset Bank Century di dua 
negara itu telah banyak me-
nyusut.

Dalam laporannya kepada 
Tim Pengawas Century ke-
marin, tim terpadu bentukan 
pemerintah itu mengaku masih 
gagal menjalin kerja sama mu-
tual legal asistance (MLA) de-
ngan Swiss dan Hong Kong 
untuk memperoleh izin mem-
blokir aset Bank Century di 
bank-bank yang ada di dua 
negara itu. 

Kegagalan memblokir itu 
mengakibatkan nilai aset terus 
menyusut. Aset Century di 
Bank Dersdner, Swiss, misal-
nya, nilainya saat ini tinggal 
US$156 juta dari sebelumnya 
US$220 juta. Sementara itu, 
aset di Hong Kong yang se-
mula bernilai US$1,45 miliar, 
kini hanya tersisa US$8,9 juta 
dan beberapa ratus ribu dolar 
dalam sejumlah mata uang dan 
surat berharga.

Dalam penjelasannya di 
hadapan Tim Pengawas Centu-
ry, Direktur Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) Firdaus Jaelani 
memaparkan, aset Century itu 
terus berputar selagi masih 
belum diblokir pemerintah 
Indonesia. Dan ia khawatir aset 
itu akhirnya tidak akan kembali 
secara utuh ke kas negara.

“Bank Century melalui Tel-
top Holding (Group FGAH) 
menempatkan dana US$220 
juta di Dresdner Swiss. Infor-
masi terakhir, saat ini hanya 
ada US$156 juta. Ini semua aki-
bat transaksi yang masih terus 
berlangsung dengan menggu-
nakan aset Century itu,” papar 
Firdaus.

Ikut hadir dalam rapat itu 
anggota tim terpadu lainnya 
yaitu Menteri Keuangan Agus 
Martowardojo, Menteri Hukum 
dan HAM Patrialis Akbar, 
(pelaksana tugas) Jaksa Agung 
Darmono, dan Kapolri Jenderal 
Bambang Hendarso Danuri.

Penurunan nilai aset, sam-
bung Firdaus, juga terjadi de-
ngan dana yang disimpan di 
Hong Kong. Informasi awal 
didapatkan bahwa aset milik 
para mantan petinggi Bank 
Century Robert Tantular, 
Hartawan Alui, Hesham Al 
Waraq, dan Rafat Ali Rizvi 
mencapaiUS$1,45 miliar. Na-
mun informasi terakhir yang 
didapat hanya ada sejumlah 
uang kas senilai US$8.954.135, 
S$764.134, 132.872 poundster-
ling, dan surat berharga senilai 
US$684.266.201.

Kapolri Jenderal Bambang 
Hendarso Danuri dalam pa-
parannya juga mengung-
kapkan kecurigaannya 
atas terus menyusutnya 
nilai aset Century itu. Ia 
mencium adanya upaya 
sengaja agar aset itu tidak 
kembali seluruhnya ke In-
donesia.

Tidak memuaskan
Atas laporan yang serba 

mengecewakan itu, termasuk 
kegagalan Kejaksaan Agung 
melobi pemerintah Swiss dan 
Hong Kong guna menjalin kerja 
sama MLA, Tim Pengawas 
Century hanya dapat mengurut 
dada. Anggota Tim Pengawas 
Century dari Fraksi PKS Fahri 
Hamzah melihat hal itu beraw-
al dari tidak jelasnya kerangka 
kerja pemerintah dalam upaya 
mengembalikan kekayaan ne-
gara. Ia juga melihat tidak ada 
iktikad baik dari pemerintah 
untuk menuntaskan persoalan 
yang sudah hampir setahun 
terkatung-katung itu.

“Menurut saya benar jika 
dikatakan telah hilang iktikad 
baik dari pemerintah untuk 
menyelesaikan kasus ini. Asset 
recovery itu bisa ditelusuri lewat 
uang yang keluar. Apa sudah 
dilakukan audit forensik?” 
tanyanya. (P-2)

dinny
@mediaindonesia.com

Aset Bank Century
tidak bakal Kembali Utuh

Gara-gara tidak serius mengejar, pemerintah selalu 
kalah langkah saat akan menyelamatkan uang negara 
yang tertanam di Bank Century.

Dinny Mutiah

Saya cuma ditunjuk-
kan tempat tanda 
tangan, setelah itu 
selesai.”
Mukhammad Misbakhun
Komisaris Utama PT SPI
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